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Lindungi Data Pribadi

BKSAP Ingin Requlasi Atur Pemanfaatan Al

ANGGOTA Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen (BKSAP) DPR
Meitri Citra Wardani mendo-
rong hadiya regulasi mengatur
kecerdasim buatan atau artificial
intelligence (AT). Aturan it demi
melindungi hak cipta serta data
pribadi sekaligus memperkuat
SDM. infrastrukiur, dan edukasi
viika.

Meitri mengingatkan agar pe-
manfaatan Al didorong sebagai
co-tlesigmer serta support system
atau membantu manusia bekerja
jauh lebih cepat dan lebih baik.
Tapt keputusan akhir, langgung
jawalb, kreativitas, serta nilai-nilad
kermanusizan (etap wajib berada
penuh pada manusia.

Dia menguraikan, regulasi Al
perlu mengantisipasi dampak
terhadap scktor pekerjaan, dunia
pendidikan, kreativitas, hingga
hiak-hiak masyarakat secara lus,
“Karena kemampuan teknologi
il menghasilkan teks, gambar,
musik, video, maupun konten
digital lainnya kot memico
persoalan serius lerkail kepemi-
likan karya, penggunaan data,
dan materi pembelajaran mesin,”
ufarnya, Jumat (2/10/2026).

Selurub pihiak, sambung Medtr,
wajib memastikan perkembangan
Al tidak berjalan tanpa kepastian

hukum mengenai perlindungan
fak cipta dan data pribadi mas-

yarakat. Oleh sebab itu, aturan &

turunannya dirancang secara
jelas dan implementatif, termasuk
menentukan pihak vang bertang-
gung jawab ketika terjadi suatu
pelanggaran di kemudian hari
Meitri menegaskan, pemben-
tukan regulasi wajib diiringi
peningkatan literasi serla etika
Al bagi seluruh masyarakat, pe-
lijar, maiasiswa, pendidik, mau-
pun seklor industei. Kalangan
akademik memegang peran yang
strategis dalam membangun
budaya pengounaan Al secara
bertanggung jawab. “Sekaligus
mermhami aspek hukum, sostal,
lan nilat kemanusiaan,” katanya.
Selanjutnya, Meitri juga men-
dorong penyesuaian kurikulum
pendidikan dengan kebutuhan
nyata dunia indusird Lanpa meng-
hilangkan fondasi keilmuan
dasarnya. Pada bidang Desain
Kommikasi Visual (DKV) mis-
alnya, pemanfaatan Al justru
mampu membuka peluang pro-
fisi baru seperti bramd consultant,
generative Al specialist, digital
storyteller, serta prompt specialist,
Menurutnya, kurikulum
pendidikan perguruan linggi
diharapkan mampu membaca

Meitri Citra Wardani

arah pergerakan industri saat
ini. Jangan sampai para lulusan
dipersiapkan untuk jenis peker-
jaan yang justru sudah berubah
ketika mereka masuk ke dunia
kerja. Langkah utama yang di-
lakukan adalah menyesuaikan
kompelenst, bukin malah meng-
hilangkan bidang keilmuannya,

Selain itu, Meitri meminta
dukungan anggaran serta infra-
struktur diperhatikan agar pe-
manfaatan Al tidak cuma berkem-
bang di institusi bermodal besar.
*Jika Al jadi bagian transformasi
pendidikan nasional, sckolah dan
perguruzn tinggt wajib memiliki
akses terhadap perangkat, konek-
tivitas, komputas, serta sumber

daya manusta memad,” jamya.

Senada, anggota Komisi VII
DPR Nila Yani Hardiyanti me-
nekankan kepastian hukum ter-
kit Hak Kekayaan Inteleklual
(HKI) pada era pesatnya AL
Tsu perlindungan HKI itu diso-
roti sehagai salah satu lantangan
mendesak publik yang memerlu-
kan kejelasan aturan serfa regu-
s tegas di seluruh Indonesia,

Nila mengatakan, status kepe-
miliin karya berbasis Al masih
jadi perdebatan global. Khusos-
nya menentukan pemegang hak
cipta hasil kolaborasi manusia
dan teknologi generatil. Prob-
lem kompleks itw melibatkan
pembual prompt, pengguna,
pengembang model, hingpa
pemilik data pelatihan, sehingga
membutuhkan kepastian bapi
mahasiswa, akademisi, maupun
pelaku industri kreatif.

Isu perlindungan karya ini
beririsan langsung dengan ling-
kup Komisi VIT DPR serta Ke-
menterian Ekonomi Kreatil atau
Badan Ekonomi Kreatif. Meng-
ingat sektor kreatif bergantung
pada HEI. perlindungan yang le-
mah akan sangat merugikan kre-
ator muda dan pelakn UMKM.
“Di saat yang sama, perusahaan
teknologt raksasa justru meraup

seluruh nilai ekonom,” katanya,

Oleh karenaitu, dia mendorong
sinkronisasi regulasi agar (idak
twmpang tindih serta menyerap
aspirasi ckosistem pendidikan
kreatif. Masukan dari kalangan
akademisi dijadikan bahan evalu-
asi Panitia Ketja (Panja) Al
BKSAP DPR demi merumuskan
kebijakan nasional. Sehingga
kebijakannya mampu menyeim-
bangkan akselerasi inovasi dan
perlindungan hak kreator,

Kata dia, inovasi teknologi
digital wajib terus bertumbuh
pesal fanpa harus mengabaikan
perlindungan hak-hak para pen-
cipta karya. Masukan berharga
dari berbagai pihak bisa mem-
berikan gambaran rill mengenai
tantangan di lapangan. “Se-
hingga bakal jadi acuan sangat
bernilai bagi proses perurmusan
kebijakan oleh para anggola
parlemen,” ueapnya.

Diketahui, saat ini Indonesia
telah memiliki pedoman awal
penggunzan AL Salah satunya
yakni Sural Edaran Menteri Ko-
munikasi dan Informatika No-
mor 9 Tahun 2023 tentang Etika
Kecerdasan Artifisial. Pedoman
itu jadi acuan utama bagi pelaku
usaha maupun penyclenggara
sistemn clektronik. g pyg
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